BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   09  TAHUN 2005
T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PERIJINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk mencapai hasil guna dan daya guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perijinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2001 tentang Perijinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1990  tentang pajak daerah dan retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

6. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

7. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

8. Undang–Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;

9. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

10. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

12. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah;

17. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan telekomunikasi nomor KM.3/PW.003/MPPT-86 tentang perijinan usaha di bidang periwisata pos dan telekomunikasi;
18. Keputusan menteri Negara kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum perijinan usaha pariwisata; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang rencana strategis Kabupaten Bantul tahun 2001 - 2005; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan dan organisasi inas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bantul; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2005 tentang perijinan usaha jasa pariwisata Kabupaten Bantul;

	
	

	
	M E M U T U S K A N  :



	Menetapkan      :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PERIJINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL 


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul; 
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perijinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul
BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu

Petunjuk Pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah 

Pasal 2

Selain melmpirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah permohonan ijin usaha harus dilampiri pas foto berwarna ukuran 3X4 (tiga kali empat) yang terbaru sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua

Petunjuk Pelaksanaan pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah

Pasal 3

Apabila Kepala Dinas tidak berada ditempat atau berhalangan untuk kurun waktu yang lebih dari 2 (tiga) hari kerja, maka kepala Bagian tata Usaha pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan berwenang memberikan persetujuan prinsip maupun izin usaha , dan sanksi administrasi , dengan memperhatikan masukan dari kepala Sub Dinas yang bersangkutan dan tim yang dibentuk untuk melaksanakan pemberian izin.
Bagian ketiga
Petunjuk pelaksanaan pasal 20 ayat (2) peraturan daerah

Pasal 4

Penolakan atau belum dikabulkannya perijinan harus disampaikan secara tertulis berikut alasan-alasannya.

Bagian keempat

Petunjuk Pelaksanaan Pasal 23 huruf d Peraturan Daerah

Pasal 5
Keikut sertaan pengelola/pimpinan usaha jasa pariwisata dalam kegiatan promosi sesuai kemampuan pemerintah daerah dapat berupa :

a. menitipkan brosur atau media promosi lainnya pada saat pemerintah daerah berpartisipasi dalam kegiatan promosi atau pameran wisata;
b. pencantuman nama usaha dalm media promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

c. ikut serta dalam rombongan kegiatan promosi atau pameran wisata yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah;

d. berbagai bentuk kegiatan promosi lainnya yang melibatkan pengelola/pimpinan usaha jasa pariwisata.
Bagian kelima
Petunjuk Pelaksanaan pasal 27 peraturan daerah

Pasal 6

1) Pemberian pelayanan perijinan usaha jasa pariwisata dilaksanakan pada dinas pariwisata dan Kebudayaan.

2) Pelayanan izin usaha jasa pariwisata akan dilaksanakan pada unit pelayanan perpadu satu atap (UPTSA) setelah dilakukan pengkajian oleh  dinas pariwisata dan kebudayaan bersama bagian tata pemerintahan secretariat daerah Kabupaten Bantul dan unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA) mengenai daya guna dan hasil guna  , daya dukung perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.
Bagian Keenam

Petunjuk Pelaksanaan Pasal 42 ayat (2) Peraturan daerah

Pasal 7

Tata cara pembayaran , penyetoran dan tempat pembayaran retribusi sebagai berikut :

a. retribusi ijin usaha dibayarkan pada saat pengambilan sertifikat ijin usaha;

b. tempat pembayaran retribusi adalah di Kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Petunjuk Pelaksanaan Pasal 43 ayat (3) Peraturan daerah

Pasal 8

Tata cara permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi  diatur sebagai berikut :

a. permohonan ditujukan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala dinas ;
b. Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi;

c. Kepala Dinas atas nama Bupati Bantul berwenang untuk menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi paling lama 12 (dua belas) hari setetlah permohonan diterima secara lengkap dan benar;

d. Kepala Dinas melaporkan hasil pengkajian dan keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Dinas pendap[atan daerah Kabupaten Bantul dan kepala bagian keuangan secretariat daerah Kabupaten Bantul
Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Peraturan daerah

Pasal 9

Peraturan Daerah mulai diberlakukan pada tanggal 1 oktober 2005
Pasal 10

Kepala Dinas harus mengatur lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah paling lama 15 (lima belas) haris ebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

Pasal 11

Dinas pariwisata dan kebudayaan harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp[atannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 18 Juli 2005
BUPATI BANTUL,

SOETARYO
Diundangkan di Bantul
Tanggal  18 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI. Msi.
(Pembina Utama Madya, IV/d)

NIP. 490018672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI B NOMOR 09 TAHUN 2005



